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Kota ..... 

c. bahwa untuk penyelesaian pembayaran kewajiban kepada 
pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota 
Banda Aceh sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Inspektorat 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat {2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar 
obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja 
dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 Point F. Teknis Penyusunan APBD Angka 1 Huruf F 
Nomor 22 dan 23, pemerintah daerah mempunyai kewajiban 
untuk mendanai kewajiban kepada pihak ketiga terkait 
dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 
sebelumnya dan pekerjaan tersebut telah ada berita acara 
serah terima pekerjaan narnun belum dilakukan pembayaran 
serta penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada 
tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali 
pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya 
sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SK.PD 
berkenaan; 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
WALIKOTA BANDA ACEH, 

WALIKOTA BANDAACEH 
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR l~ TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023 



4. Undang ..... 

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4455); 

Kota Banda Aceh Nomor : 700/R.001/ITKOT-LHR/2023 

Tanggal 31 Januari 2023 Atas Kondisi Kas dan SPM/SP2D 

Tahun Anggaran 2022 Yang Menjadi Kewajiban di Tahun 

Anggaran 2023 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh, tindak 

lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 

Anggaran 2022 Nomor : 19.B/LHP/XVIIl.BAC/04/2023 

Tanggal 17 April 2023, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 

900/651/2023 ttg Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat 

Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim 

Tahun Anggaran 2023 serta adanya penyesuaian alokasi 

anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, 

dipandang perlu mengubah Penjabaran APBK Tahun 

Anggaran 2023; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota 

Banda Aceh Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 



10. Peraturan ..... 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 



16. Peraturan ..... 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemcrintah Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 



MEMUTUSKAN ..... 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021Nomor431); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2022 tentang 

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2023 (Serita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 60); 

21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 

2021 Nomor 7); 

22. Qanun Kata Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8); 

23. Peraturan Walikata Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kata Banda Aceh 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kata Banda Aceh 

Tahun 2022 Nomor 42). 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 42 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh 

Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 42) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda 

Aceh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas  Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 

Nomor 8) sebagai berikut : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 

Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.262.484.843.145,-, setelah 

dilakukan penyesuaian berubah menjadi sebesar 

Rp. 1.271.659.872.737,- dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.255.284.843.145,- 

b. Berkurang Rp.      10.986.516.980,- 

Jumlah Pendapatan 

Setelah Perubahan Rp. 1.244.298.326.165,- 

Rp. 1.262.484.843.145,- 

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah Rp.        9.175.029.592,-  

Jumlah Belanja  

Setelah Perubahan Rp. 1.271.659.872.737,- 

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp.  10.000.000.000,- 

2) Bertambah Rp.   20.161.546.572,- 

Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah

Perubahan ..... 



Perubahan Rp. 30.161.546.572,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula

2) Berkurang

Rp.

Rp.

2.800.000.000,-

0,-

Jumlah pengeluaran

pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 27.361.546.572,-

Sisa le bih pem biayaan anggaran

setelah perubahan Rp.

Pasal II

0
' 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Serita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

/
pada tanggal 2(., :S-1..tL\ 2023 M

1445 H
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Diundangkan di Banda Aceh
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